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AGSTRAK
Fada era olonami daerah seperti a0t sokarang ini, Kepala Daeran dwsapbkan unluk |
menyusun dan melaparkan laporan pefanggungjawaban alas penggunaan anggaran daerah kepada
DPRED. Laporan pertanggungjawaban ini berups laporan kewangan vang berdi dari Meraca, Laparan |
Feobsasi Anggaran, don Calolon Alas Laporan Beuangan, Mamun sebelum loporan tersobud |
diberikan dan dilandatanggam oleh Kepala Daerah, terdsbih dulu laposan tersebul direvin. Hal ini |
dilzkisan untuk memperoleh keyakinan yang moemadai apakah laporan Keuzngan felah disusun
sesual dengan Slandar Akunlangsi Pemennlaban dan lelah disajikan sesuai dengan Sistem
FPengendalian Intem yang memadai. Reviu ini terdom don perencanaan revi yang dimaksudkan
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reviu yang dilasukan
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PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindasi oleh
seluruh masyarakat dunia, Bangsa Indonesia schagai bagian dari masvarakat dunia
memiliki kewajiban untuk sceara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan
kepemerintaban yang batk (vood governance), World Bank dalam Mardiasmo
(2004:18) mendefenisikan Good governance sebapal suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang sejalan dengan prisip demokrasi, penghindaran
salah alokasi dapa investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan
administratif. Kepemerintahan vang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen
yaitu transparansi, pattisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar
kebebusan  memperoleh  informasi. Partisipasi maksudnya  menpikutsertakan
keterlibatan masyarakat dalam  pembuatan keputusan baik  secara langsung
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan vang dapat menyalurkan
aspirasinya. Sedanjkan akbuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik
atas seliap aktivitas vang dilakukan.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma
pemerintahan yang mendasar dari sistern lama vang serba sentralistis, dimana
pemerintsh pusat sangat kual dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru
tersebul menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantunpan dan
bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintab dacrah kepada pemerintah
pusat. serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara

regional, nasional maupun internasional. Menangpapi paradigma baru terschut



maka pemenntah membenkan olonomi kepada dacrah  seluas-luasnya yang
bertujuan untuk memungkinkan daerah mengures dan mengatur mamah tanggasnya
sendir agar berdava puna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan  pembangunan  serta dalam  rangka  pelayanan  kepada  masvarakat.
Penyvelengparaan owonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan  otonomi
seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan
adanya pengaturan, pembagian dan pemanfastan sumber daya pasional yang
berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,

Untuk mewujudkan good governgnce tersebut dalam kaitannva dengan
pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan kevangan
daerah dan reformasi kevangan negara, Peraturan perundangan yang berkenaan
dengan penpelolaan kevangan daerab vaitu Undang-Undang Momor 22 Tahun
1999 tentang Pemenntahan Dacrah yang direvisi menjadi Undang-TUndang Nomoe
32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Kevangan antara Pemenntah Pusat dan Dacrah yang direvisi menjadi Undang-
Undang Nomor 33 tahun 2004, Sedangkan tiga pakel perundang-undangan
dibidang kevangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang
kepangan nepara sebagm upaya uniik mewujudkan pood  governance  vaitu
Undang-Undasg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor | Tahun 2004 ilentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-
undang Momor [5 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Perfanppungiawaban
Kevangan MNegara vang memayungi pengelolaan keusngan negam  maupun

keuwangan daerah,
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BARIV

PENUTLFP

6.1  Kesimpulan

Kevie merupakan swatu proses vang dilakukan  untuk memberikan
keyakinan skurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam
laporan kevangan sebelum disampaiakan Pejabat Peogelola Keuangan Daerah
{PPKI)) kepada Kepala Daccab, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
sebagai suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesiai
dengan Peraturan Pemerintsh Momor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Kevangan yang mana laporan kevangan ini pantinya akan direvie oleh
[nspektorat/Bawasda,

Setelah melakukan penelitian terhadap reviu laporan kevangan Pemenntah
Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini, penulis menarik beberapa kesimpulan :

4, DRentuk reviu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor

4 Tahun 2008 itu terdiri dari landasan bukum yang menjelaskan dasar

hukum yang mengatur tentang reviu laporan kevangan, tujuan reviu

laporan keuvangan yang menjelaskan tujuan melakukan reviu terbadap

laporan kevangan, sasaran reviu laporan keuangan, ruang lingkup laporan

keunngan, simpulan dan rekomendasi yanp memuat kesimpulan dari reviu

laporan kevangan tersebut dan merekomendasikan temuan-temuan dari

reviu tersebut, seria tindak lanjut hasil reviu vang menjelaskan tindakan

vang akan diambil untuk mengatasinya.

b. Prosedur reviu vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Parizman belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

B3



DAFTAR PUSTAKA

Bagian keuangan SBE sosialisasi Permendagri nomor [3. www balasy com.
16 Agustus 2006,

Bambang  Tri  Darmawan, SE. Ak Tarakan  Infermal  Awditor
www Auditortrk blogspot.com, 20 Januwan 2009

Bungin, Burhan, Analisis Date Penelitian Kualitanf: lakara: PT. Rajagrafinde
Persada, 2003,

Mardiasmo, 2001, Akwtansi Sekior Pubiik, Andi, Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 04 tahun 2008.Pedoman Pelaksancaan
Review Atas faporarn Kevargan Femerintah Dacrah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tabun 2005, Standar Akuntansi
Pemerimal

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 04 Tahun 2008 . Lempiran | Perencanaan
Review Laporan Kewangan Pemerintak Daceah. 17 Januart 2008,

Peraturan Pemerintah Momor 1053 Tabun 2000, Tentang  Pengeloloon dan
Pertangeungiawaban Kewangan Daeral

Widndo Amd, dkk. Kames Hmiah Papuler. Yogvakarta: Absolut, 2001.
Bastian, Indra, 2006, dkuntansi Sekior Publik: Suatu Pengantar, Jakarta, Erlangga,

Halim. Abdul, 2004, Akuntansi Keuamgan Doerak, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba
Empat.

Harahap, Sofvan S, 2003, Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta, FT Haja Grafindo
Persada.

Mordiawan, Deddi, 2006, Akntansi Sekror Publik, Jakarla, Salemba Empat.

Hafiz, Abdul T, 2007, Akuntansi Pemerintahan Doerah, Bandung, Alfabeta.



